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Bupatl Tegaskan Opini WDP

riksaan (EQP) atas. ;
Keuangan Pemerintah Dae-

rah (LKPD) Tahun Anggaran
(TA) 2024 pada 14 kabupa-
ten/kota Provinsi Kaliman-
tan Barat. Kabupaten Me-
lawi menjadi satu-satunya
daerah yang menerima opini
Wajar Dengan Pengecualian
. (WDP). BPK mencatat ada-
nya permasalahan dalam
beberapa belanja daerah;
seper lanja barang dan
jasa, hibah, modal peralat-
an, serta bantuan keuangan
khusus kepada desa.

Selain itu, masih ada se-
jumlah temuan lain yang
perlu menjadi perhatian
serius pemerintah daerah.
Dari sisi pendapatan, pe-
ngelolaan pendapatan da-
erah dinilai belum optimal,
terutama dari potensi sum-
ber daya tambang Mineral
Bukan Logam dan Batuan
(MBLB), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Pero-
lehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), serta

Buka Akhlr Prestasi

retrlbu51 pemakalan aset

K) daerah

Sebelumnya Pemkab Mela-

4' wi berhasil mempertahankan

Opini Waj ar Tanpa Pengecua-
lian (WTP) selama lima tahun
berturut-turut sejak tahun
2019 hingga 2023. Namun
di TA 2024 Pemkab Melawi
mengalami penurunan-me-
nerima opini WDP.,

Menyikapi hal tersebut, Bu-
pati Melawi, H Dadi Sunarya
Usfa Yursa, menyampgikan
bahwa perolehan opini WDP
TA 2024 ini menjadi bahan
evaluasi bagi selurul jajaran
Pemerintah Daerah, dalam
rangka peningkatan tata ke-
lola keuangan daerah yang
lebih akuntabel dan transpa-
ran. “Mendapat WDP dikare-
nakan ada catatan-catatan.
atau rekomendasi dari BPK
yang harus diperbaiki, bukan
berarti pengelolan keuangan
daerah kita buruk atau tidak
baik, “ ujar Dadi.(ags/*)
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